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Penegakan hukum di lapangan oleh polri dalam mengadakan tindakan
lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagal kebijakan
penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan
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Polisi di semua negara dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan adalah sama wewenangnya.
Selain mengadakan tindakan berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan, juga dapat secara leluasa
memakai peraturan sendiri dan pengalaman pribadi dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dan
bagaimana menangani penegakan hukum serta situasi dalam memelihara ketertiban yang polisi temui dalam
mel aksanakan tugasnya. Polisi tidak perlu mempunyai bukti cukup untuk menangkap orang dan dimintai
keterangan. Walaupun tanpa dibekali atau didukung surat perintah sepotong pun, cukup mengenalkan
identitasnya sgja. Wewenang tersebut di semua negara terutama Amerika Serikat dan Inggris, dikenal
dengan istilah Police Discretion. Dan Indonesia menyebut dengan istilah diskresi, terutama para perwira dan
senior Polri. Padahal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada Pasal 5 ayat
(1) huruf aangka 4 terdapat wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
dan dalam penjelasan disebutkan untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan. Menurut
penulis, wewenang tersebut sama dengan wewenang yang dilaksanakan di semua negara yang dikenal
dengan istilah Police Discretion.

Kenyataan di lapangan polisi yang berada di tengah-tengah, berbaur dan bersentuhan langsung dengan
masyarakat serta yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum dan pelaku kejahatan adalah
polisi yang paling rendah pangkatnya yaitu Tamtama dan Bintara. Oleh karenaitulah pangkat Tamtama dan
Bintaralah yang paling dominan dalam mel aksanakan wewenang mengadakan tindakan lain daripada
wewenang lainnyayang telah dirinci pasal demi pasal dalam UUHAP. Dalam mengadakan tindakan lain
tersebut tidak harus lebih dahulu membuat |aporan polisi, Surat perintah penangkapan, surat perintah
penggel edahan dan penyitaan, surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Polisi dapat langsung

mel akukan tindakan tersebut cukup hanya berdasarkan kecurigaan dan laporan informasi masyarakat yang
dapat dipercaya maupun didapat sendiri baik secaraindividu, dua atau lebih, maupun satuan antaralain
mengadakan razia dan operasi khusus kepolisian terhadap orang-orang yang termasuk dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO) dan barang-barang yang termasuk Daftar Pencarian Barang (DPB).

Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum
di lapangan, karena Polri selalu dihadapkan dengan meluasnya dan tidak fleksibelnya undang-undang
pidana. Undang-Undang yang mendua arti dan samar atau tidak jelas. Undang-undang yang usang dan kuno
yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana penegakan
hukum, adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan
perkembangan di dalam masyarakat, berbedanya struktur, kebudayaan dan harapan masyarakat. Pendapat
intern baik individu, satuan maupun atasan, waktu dan tempat kejadian serta faktor-faktor lain. Adanya
kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus dan sebagal kebijakan penegakan
hukum dalam pencegahan kejahatan maupun dalam melaksanakan fungsi hukum untuk mencapai tujuan
hukum.
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Mengingat sangat pentingnya wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab dalam penegakan hukum di lapangan sebagai kebijakan penegakan hukum dalarn pencegahan
kejahatan, maka perlu diatur dalam peraturan pemerintah atau dimasukkan dalam RUU Polri dan dibuatkan
petunjuk teknis sama dengan wewenang lainnya yang telah dirinci pasal demi pasal dalam UUHAP guna
pedoman bagi Polri di lapangan serta dilakukan pemasyarakatan pada semua |apisan terutama seluruh
anggota Polri atau ABRI, para pakar dan semua mahasiswa universitas dalam upaya untuk meningkatkan

kadar kesadaran hukum serta dalam usaha mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat
yang bersifat swakarsa.



